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RINGKASAN

Kepailitan yang mengandung unsur asing di dalamnya, dalam hal ini yang bersifat
lintas batas negara dikenal dengan istilah kepailitan transnasional/kepailitan lintas
batas negara (cross-border insolvency). Dijatuhinya putusan pailit terhadap debitur
akan menimbulkan suatu akibat hukum, yakni hilangnya kewenangan debitur untuk
mengelola harta kekayaannya. Terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dapat dimohonkan
pelaksanaan eksekusi atas hoedel pailit milik debitur, baik yang berada di wilayah
hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Selain
memiliki harta kekayaan yang berada di wilayah hukum Indonesia, tentunya tidak
menutup kemungkinan untuk debitur memiliki harta kekayaan yang berada di luar
wilayah hukum Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi dalam kepailitan lintas
batas negara (cross-border insolvency) adalah apabila debitur memiliki harta
kekayaan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Saat ini Undang-Undang
Kepailitan di Indonesia menganut dualisme prinsip, yaitu prinsip teritorial dan
prinsip universal, sehingga berakibat pada sulitnya pelaksanaan isi putusan
(eksekusi) oleh kurator terhadap boedel pailit yang berada di luar wilayah hukum
Indonesia, dan terhadap permasalahan tersebut lantas solusi apa yang dapat
dilakukan untuk bisa melaksanakan isi putusan (eksekusi) atas boedel pailit yang
berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Pada dasarnya ruang lingkup dalam kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas
negara (cross border insolvency) hampir sama dengan kepailitan nasional pada
umumnya yang terdiri dari debitur, kreditur, dan adanya utang yang harus
dibayarkan. Namun, dalam kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas negara
(cross border insolvency) terdapat unsur-unsur asing di dalamnya. Unsur asing
merupakan suatu pertautan dengan sistem hukum lain di luar dari forum yang
ditentukan dalam perjanjian (negara tempat pengadilan yang mengadili perkara)
dan pertautan itu sebenarnya ada di dalam fakta-fakta dari perkara. Dengan adanya
unsur-unsur asing dalam perkara kepailitan membuat perkara kepailitan tersebut
masuk ke dalam ranah HPI. Dalam kepailitan transnasional/kepailitan lintas batas
negara (cross-border insolvency) dikenal dua prinsip, yaitu prinsip teritorial dan
prinsip universal. Perbedaan paling mendasar dari dua prinsip tersebut adalah
terdapat pada lingkup penerapan hukumnya. Pada Prinsip teritorial digunakan untuk
«eberlakuan putusan pengadilan Indonesia di luar negeri dan putusan asing di

il
il




ndonesia yang sama-sama tidak dapat dilaksanakan karena terkendala kedaulatan

-2ara masing-masing, sedangkan prinsip universal digunakan dalam keberlakuan
cutusan pailit Indonesia di luar wilayah hukum Indonesia. Adanya dualisme dalam

ndang-Undang  Kepailitan membuat  kurator mengalami Kkesulitan dalam
relakukan pemberesan boedel pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

ndang-Undang Kepailitan belum mengatur mengenai kewenangan kurator dalam
melaksanakan isi putusan (eksekusi) boedel pailit yang berada di luar wilayah
wkum  Indonesia. Tidak diaturnya mengenai kewenangan kurator dalam
mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia membuat kurator
xesulitan untuk melaksanakan pemberesan boedel pailit milik debitur yang berada
41 luar negeri, ditambah lagi adanya dualisme prinsip dalam kepailitan lintas batas
negara (cross-border insolvency), yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal yang
membuat pelaksanaan isi putusan (eksekusi) boedel pailit yang berada di luar
wilayah hukum Indonesia tidak dapat secara otomatis dapat dilakukan.

3

Oleh karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini
belum mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi hoedel pailit yang berada di luar
wilayah hukum Indonesia, maka solusi bagi permasalahan kepailitan lintas batas
negara  (cross-border insolvency) adalah dengan digdakannya perjanjian
‘nternasional antar negara. Namun, hingga saat ini Indonesia tidak memiliki
perjanjian-perjanjian internasional dengan negara mana pun terkait kepailitan
transnasional/kepailitan lintas batas negara (cross-border insolvency), khususnya
dalam hal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) atas boedel pailit yang berada di luar
wilayah hukum Indonesia. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan
mengadopsi sebuah contoh undang-undang (Model Law) yang memungkinkan
putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing dapat dieksekusi oleh
pengadilan suatu negara. Contoh undang-undang (Model Law) yang dimaksud
adalah UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to
Enactment yang diadopsi pada tahun 1997. Namun. hingga saat ini Indonesia belum
mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UNCITRAL Model Law on Cross-Border
Insolvency with Guide to Enactment pada peraturan kepailitan nasionalnya. Apabila
Indonesia mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Mode] Law yang dihasilkan oleh
UNCITRAL, maka permasalahan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) atas hoedel
pailit debitur yang berada di luar wilayah hukum Indonesia bisa secara otomatis
dilaksanakan, terlebih lagi bagi nhegara-negara penganut prinsip teritorial, contoh
undang-undang (Model Law) ini akan sangat membantu untuk mengakui dan
mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing, dan begitupula sebaliknya demi
menjaga hak dan kewajiban para pihak.
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ABSTRAK
Kata Kunci: dualisme, eksekusi, prinsip teritorial, prinsip universal

Saat ini terdapat inkonsistensi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
terkait permasalahan kepailitan lintas batas negara (cross-border insolvency) yang
menganut dualisme prinsip, yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada sulitnya pelaksanaan isi
putusan (eksekusi) terhadap boedel pailit yang berada di luar wilayah hukum
Indonesia oleh kurator. Maka solusi bagi permasalahan’ kepailitan lintas batas
negara  (cross-border insolvency) adalah dengan diadakannya perjanjian
internasional antar negara yang mengatur eksekusiatas boedel pailit yang berada di
luar wilayah hukum Indonesia dan bisa Juga dengan mengadopsi sebuah contoh
undang-undang (Model Law) yaitu UNCITRAL Model Law on Cross Border
Insolvency with Guide to Enactment yang diadopsi pada tahun 1997. Adapaun
tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inkonsistensi terkait
dualisme prinsip dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap tugas kurator dalam
pemberesan boedel pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum
Indonesia dan menganalisis solusi apa yang dapat dilakukan untuk bisa
melaksanakan eksekusi harta pailit atau hoedel pailit yang berada di luar wilayah
hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), dengan penilitian
yang bersifat persfektif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (starute approach) dan pendekatan konceptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).

il




FITRIAH, MARIATUL. 2024. BOEDEL PAILIT'S EXECUTION IS OUT OF
INDONESIA'S LAW. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate
Program, Lambung Mangkurat Univercity, Advisor: Prof. Dr. Djoni Sumardi
Gozali, S.H., M.Hum, 103 pages.

ABSTRACT
Keywords: dualism, execution, territorial principle, universal principle

Currently, there is inconsistency in the Law of Republic of Indonesia No. 37 of 2004
on Insolvency and Delay of Debt Payment Obligations, relating to the problem of
cross-border insolvency, which follows the dualism of principles, such as territorial
principles and universal principles. This creates legal uncertainty resulting in the

difficulty of the execution of the Judgment against the bankruptcy estate that is
outside the jurisdiction of Indonesia by the curator. So, the solution to the problem

of cross-border insolvency is to establish an international treaty between states that
regulates the execution of the bankruptcy estate that is outside the Jurisdiction of
Indonesia and can also by adopting a Model Law (UNCITRAL Model Law on Cross

Border Insolvency with Guide to Enactment) adopted in 1997. The purpose of this

study is to analyse the impact of inconsistencies related to the dualism of principles

in the Insolvency Act on the duty of curator in the notification of the bankruptcy
estate belonging to the debtor who is outside the territory of Indonesian law and to

analyse what solutions can be done to be able to carry out the execution of the
bankruptcy estate which is outside Indonesia's territory. The type of research used
is normative law research or doctrinal law research, with perspective examination.

The research approach is conducted using a statute approach and a conceptual
approach. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal
materials. Technique of collection of legal materials carried out with the study of
the library (library research).
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